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ABSTRAK 

 

Porong merupakan suatu kecamatan yang berada di wilayah Sidoarjo Jawa 
Timur yang saat ini tengah diperbincangkan masyarakat dikarenakan bencana 
yang semburan lumpur yang sedang melanda daerah tersebut. Semburan lumpur 
ini muncul dari tahun 2006 hingga sekarang sembran lumpur tersebut masih aktif 
menyembur. Ada dua hipotesa yang diindikasi memicu semburan ini. Pertama 
akibat kesalahan teknisi dalam menjalankan tugasnya dan yang kedua hal ini di 
picu oleh gempa di yogyakarta beberapa saat lalu. Pemerintah kemudian 
membentuk TimNas PSLS untuk membantu menyelidiki dan mengatasi penyebab 
semburan yang kemudian digantikan oleh BPLS yang memiliki tugas lebih 
kompleks dari pada  TimNas PSLS. 

BPLS yang tediri dari beberapa menteri dan pejabat yang bertugas untuk 
menyelesaikan permasalahan yang timbul akibat semburan lumpur ini seakan 
pekerjaannya hanya berada dibalik layar. Padahal tugas BPLS sangat penting 
dalam menjadi penengah baik antara pihak pemerintah, PT. Lapindo Brantas, dan 
masyarakat khususnya. Shingga dalam penelitian ini akan menfokuskan peran 
BPLS sebagai tanggung jawab pemerintah dalam menangani permasalahan 
semburan lumpur di wilayah Porong Sidoarjo dalam perspektif Siyasah 
Syar’iyyah. 

Penelitian ini merupakan peneitian field research dimana penelitian ini 
merupakan penelitian lapangan yang data-datanya akan didapatkan secara 
langsung dengan metode mewawancarai secara langsung dengan pihak BPLS dan 
beberapa masyarakat dari korban bencana lumpur Sidoarjo untuk mendapatkan 
keterangan mengenai permasalahan bencana semburan lumpur di Sidoarjo 
tersebut. Data sekunder juga akan didapat dengan mengumplkan jurnal, website, 
maupun surat kabar yang berhubungan dengan BPLS.  

Berdasarkan analisis data yang diperoleh, peran BPLS dalam menangani 
bencana lumpur sidoarjo mereka telah melaksanakan tugas yang diberikan 
pemerintah dan memberikan ganti kepada para korban. BPLS telah 
menjalankannya melalui beberapa programnya yang berkaitan dengan penanganan 
bencana lumpur sidoarjo, seperti pelatihan-pelatihan, pemberian air bersih dan 
pengobatan serta pemulihan insfrasktruktur yang dilakukan oleh BPLS. Sehingga 
apa yang telah dilakukan oleh pemerintah maupun BPLS telah memenuhi prinsip-
prinsip yang ada dalam siyasah syar’iyyah. 

Kata kunci : BPLS, Lumpur Lapindo, Lumpur Sidoarjo. 
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN 

Penulisan transliterasi Arab-Latin yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman 

pada Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri 

Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 158 Tahun 1987 dan No. 0543 b/U/1987. 

Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut: 

A. Konsonan Tunggal 

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf 

dan sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lain lagi dilambangkan dengan huruf 

dan tanda sekaligus. 

 Di bawah ini daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin: 

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 

 Alif ا
Tidak 

dilambangkan 
dilambangkan tidak 

 Ba B Be ب

 Ta T Te ت

 ṡa ṡ es (dengan titik di atas) ث

 Jim J Je ج

 Ha ḥ ha (dengan titik di bawah) ح

 Kha Kh ka dan ha خ

 Dal D De د
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 Żal Ż zet (dengan titik di atas) ذ

 Ra R Er ر

 Zai Z Zet ز

 Sin S Es س

 Syin Sy es dan ye ش

 ṣad ṣ es (dengan titik di bawah) ص

 Dad ḍ de (dengan titik di bawah) ض

 ṭa ṭ te (dengan titik di bawah) ط

 ẓa ẓ zet (dengan titik di bawah) ظ

 ain .. ‘.. koma terbalik di atas‘ ع

 Gain G Ge غ

 Fa F Ef ف

 Qaf Q Ki ق

 Kaf K Ka ك

 Lam L El ل

 Mim M Em م

 Nun N En ن

 Wau W We و



x 

 

 Ha H Ha ھـ

 ء
Hamz

ah 
..’.. Apostrof 

 Ya Y Ye ي

 

B. Vokal  

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal 

(monoftong) dan vokal rangkap (diftong).  

1. Vokal tunggal  

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat 

transliterasinya sebagai berikut: 

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

___َ___ Fatḥah a A 

――ِ― Kasrah i I 

___ ُ___ Ḍammah u U 

 

 

 

2. Vokal rangkap 
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Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan 

huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu: 

Tanda dan 
Huruf Nama Gabungan 

Huruf  
Nama 

يْ ―َ   Fatḥah dan ya Ai a dan i 

وْ ―َ   
Fatḥah dan 

wau 
Au a dan u 

 

3. Maddah 

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, 

tranliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu: 

Harkat dan 
Huruf Nama 

Huruf dan 
Tanda 

Nama 

ي―َ ا ―َ   
fatḥah dan alif 

atau ya 
Ā a dan garis di atas 

ي―ِ―   Kasrah dan ya 
Ī i dan garis di atas 

 ___ُ___ و
ḍammah dan 

wau 
Ū u dan garis di atas 

 

4. Ta Marbuṭah 

Transliterasi untuk ta marbuṭah ada dua, yaitu: 

a. Ta marbuṭah hidup 

Ta marbuṭah yang hidup atau mendapat harkat fatḥah, kasrah dan ḍammah, 

transliterasinya adalah /t/. 

b. Ta marbuṭah mati 
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Ta marbuṭah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah 

/h/.Kalau pada suatu kata yang akhirnya katanya ta marbuṭah yang diikuti oleh kata 

yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta 

marbuṭah itu ditransliterasikan dengan /h/. 

Contoh:  ْرَوَْ��ُ ا�طَْ�َ�ل - rauḍah al-aṭfāl / rauḍatul aṭfāl. 

5. Syaddah (Tasydid) 

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah 

tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid. Dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut 

dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda 

syaddah itu. 

Contoh:  �َ�َّ� rabbanā – رَ

6. Kata Sandang  

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu :  ال. 

Namun dalam sistem transliterasinya kata sandang itu dbedakan antara kata sandang yang 

diikuti oleh huruf syamsiah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf qomariah. 

a) Kata sandang yang diiikuti oleh huruf syamsiah 

Kata sandang yang diiikuti oleh huruf syamsiah ditranslitersikan sesuai dengan 

bunyinya, yaitu huruf /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung 

mengikuti kata sandang itu. 

Contoh:  �ُ�ُ  ar-rajulu –ا! َّ

b) Kata sandang yang diiikuti oleh huruf qomariah 
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Kata sandang yang diiikuti oleh huruf qomariah ditransliterasikan sesuai dengan 

aturan yang digariskan di depan atau sesuai dengan bunyinya. 

Contoh:  "َُ#َ$!ا– al-qalamu 

Baik diikuti oleh syamsiah maupun qomariah, kata sandang ditulis terpisah dari 

kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sambung/ hubung. 

7. Hamzah  

Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof, itu hanya terletak di tengah dan di akhir 

kata. Bila hamzah terletak di awal kata, maka tidak dilambangkan, karena dalam tulisan 

Arab berupa alif. 

Contoh:  � akala - اََ%َ

8. Penulisan Kata 

Pada dasarnya setiap kata, baik fi’il, isim maupun huruf ditulis terpisah. Bagi kata-

kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan 

dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkna maka dalam 

transliterasinya ini penulisan kata tetrsebut bisa dilakukan dengan dua cara: bisa dipisah 

perkata dan bisa pula dirangkaikan. 

Contoh:  'ِِاز ْ(َ/ وَ انَِّ اللهَ !َ,َُ+ َ*ْ(ُ  ا! َّ  

- Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn 

- Wa innallāha lahuwa khairur rāziqīn 

9. Huruf Kapital 

Meskipun dalam tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini 

huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam 
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EYD, di antaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan 

permulaan kalimat. Bila mana didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan 

huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. 

Contoh:    2ٌ4ّ5َ6َ �6َ +َُ!+ْ7َُا8َِّ ر  

- Wa mā Muhammadun illā  rasūl 

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan 

Arabnya memnag lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain 

sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan. 
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MOTTO 

 

HIDUP ADALAH BELAJAR 

(anonymous) 

 

Ketulusan akan melahirkan keikhlasan. Dan 

keikhlasan adalah pangkal kebahagiaan 

(anonymous) 
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KATA PENGANTAR 


 ا�
 	�ن  ا��� الله���  

 

���� ��� أ��را�����وا�� ���� �ا$(�أ�)إ�� إّ%اللهّٰ و�ه %$
�#  ٠ا�	��ّ!ٰ رب ا������� و�

��٠ � وا�1)ةوا��)م ��� أ$
ف ا-�+��ءوا��
*��� و��� ٠وأ$(�أن �	��ا�+�ه ور*��

����آ�� وأ3	� �� أ2  
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BAB I 

PENDAHULUAN  

A. Latar Belakang Masalah 

Bencana lumpur Sidoarjo merupakan bencana yang terjadi dalam 

kurun waktu yang cukup lama. Peristiwa ini terjadi tepatnya di dusun 

Balongnongo, desa Renokenongo, kecamatan Porong, kabupaten Sidoarjo. 

Bencana ini telah menenggelamkan sedikitnya 3 kelurahan yang didalamnya 

terdapat beberapa desa dan sarana umum. Banyak warga yang harus 

kehilangan rumah dan tanahnya, anak-anak kehilangan sekolah mereka dan 

banyak orang kehilangan mata pencaharian dikarenakan pabrik tempat mereka 

bekerja tenggelam oleh lumpur. Tidak hanya pabrik, sarana pemerintahan juga 

ikut tenggelam sehingga aktivitas kepemerintahan tidak dapat berjalan dengan 

baik. 

Masyarakat Porong yang menjadi korban karena peristiwa ini. Dalam 

kasus ini mereka merupakan korban lingkungan hidup. Korban lingkungan 

hidup adalah setiap lingkungan alam yang didalamnya berisikan kehidupan 

tumbuh tumbuhan, binatang, manusia dan masyarakat serta semua jasad hidup 

yang tumbuh berkembang dan kelestariannya sangat tergantung pada 

lingkungan alam tersebut yang telah mengalami gundul, longsor, banjir, dan 

kebakaran yang ditimbulkan oleh kebijakan pemerintah yang salah dan 
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perbuatan manusia baik individu maupun masyarakat yang tidak bertanggung 

jawab.1 

Masyarakat Porong sangat dirugikan oleh bencana ini. Mereka 

mengalami kerugian dalam berbagai segi kehidupan. Mulai dari segi 

kesehatan, segi ekonomi, dan segi sosial. Air disekitar luapan lumpur telah 

tercemari oleh lumpur yang terus menerus menyembur. Hal ini menyebabkan 

banyak masyarakat yang terjangkit penyakit kulit. Bau menyengat yang 

ditimbulkan oleh luapan lumpur juga sangat mengganggu. Bau menyengat ini 

dapat tercium sedikitnya hingga radius 3 km. Selain dari segi kesehatan, 

masyarakat juga dirugikan dalam segi ekonomi. Banyak warga yang 

kehilangan tempat tinggal dan kehilangan mata pencaharian akibat banyak 

pabrik yang tergenang lumpur kemudian ditutup karena sudah tidak dapat 

dioperasikan lagi. Pelunasan dana ganti rugi yang harusnya mereka terima 

juga mengalami hambatan. PT. Lapindo Brantas mengalami masalah dalam 

membayar biaya ganti rugi dan akhirnya pemerintah yang memberi talangan 

dana untuk mengganti biaya ganti rugi kepada masyarakat. Dari segi sosial, 

kehidupan sosial masyarakat mulai bergeser setelah ada kejadian luapan 

lumpur ini karena mereka telah tercerai berai dari komunitas mereka 

sebelumnya. Mereka mulai membentuk komunitas baru dan berangsur-angsur 

meninggalkan budaya lama mereka.  

Pemerintah bertanggung jawab dalam menangani dan menanggulangi 

bencana seperti yang dijelaskan pada Undang-Undang No. 24 tahun 2007 
                                                           

1 Bambang Waluyo, “Viktimologi (Perlindungan Korban dan Saksi)”, (Jakarta: Sinar 

Grafika, 2012),  hlm. 12. 
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tentang Penanggulangan Bencana. Dalam Undang-Undang tersebut 

disebutkan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah menjadi penanggung 

jawab dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.2 

Tanggal 9 September 2006, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono 

menandatangani surat keputusan pembentukan Tim Nasional Penanggulangan 

Semburan Lumpur di Sidoarjo, yaitu Keppres Nomor 13 Tahun 2006. Dalam 

Keppres itu disebutkan, tim dibentuk untuk menyelamatkan penduduk disekitar 

lokasi bencana, menjaga infrastruktur dasar, dan menyelesaikan masalah 

semburan lumpur dengan risiko lingkungan paling kecil.3 

Tim dipimpin Basuki Hadi Muljono, Kepala Badan Penelitian dan 

Pengembangan Departemen Pekerjaan Umum, dengan tim pengarah sejumlah 

menteri, diberi mandat selama enam bulan. Seluruh biaya untuk pelaksanaan 

tugas tim nasional ini dibebankan pada PT. Lapindo Brantas. Namun upaya 

Timnas yang didukung oleh Rudi Rubiandini ternyata gagal total walaupun 

telah menelan biaya 900 miliar rupiah.4 

Setelah masa kerja tim nasional selesai, tim nasional tidak dilanjutkan 

kembali. Kemudian pemerintah mendirikan lembaga BPLS yaitu Badan 

Penanggulangan Lumpur Sidoarjo dengan tujuan menangani upaya 

penanggulangan semburan lumpur, menangani  luapan lumpur, menangani 

                                                           
2 Undang-Undang No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana Bab III Pasal 5. 
3 Keppres No 13 Tahun 2006 Tentang Tim Nasional Penanggulangan Semburan Lumpur 

Di Sidoarjo. 
4“Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo”, www.wikipedia.com, akses 17:04 06 Juni 

2015. 
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masalah sosial dan infrastruktur akibat luapan lumpur di Sidoarjo  dengan 

memperhatikan  resiko  lingkungan yang terkecil.5 

BPLS terdiri dari Dewan Pengarah dan Badan Pelaksana. Dewan 

Pengarah bertugas untuk memberi pengarahan, melakukan pembinaan dan 

sebagai pelaksana atas penanggulangan lumpur Sidoarjo. Sedangkan Badan 

Pelaksana yang terdiri dari Kepala Badan Pelaksana, Wakil Badan Pelaksana, 

Sekretaris Badan Pelaksana, Deputi Bidang Operasi, Deputi Bidang Sosial, 

dan Deputi Bidang Infrastuktur bertugas untuk melaksanakan tugas–tugas 

yang diberikan oleh dewan pengarah. 

Peran Pemerintah dalam menanggulangi bencana lumpur Sidoarjo 

rupanya cukup memberikan hasil. Disamping dengan program-programnya 

yang telah berjalan dengan baik, kehadiran BPLS ini juga sebagai sarana 

yang menghubungkan antara pihak pemerintah dan korban dari lumpur 

Sidoarjo. Namun yang menarik, meskipun peran BPLS sangat penting tidak 

semua orang mengenal dan mengetahui apa itu BPLS. 

 

B. Rumusan Masalah  

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang telah dipaparkan diatas , 

maka perlu dilakukan rumusan sebagai berikut : 

Bagaimana lembaga BPLS dalam menangani bencana lumpur Sidoarjo 

perspektiffikihsiyasah(siyasah syar’iyyah)?  

 
                                                           

5Pasal 1 ayat (2) Peraturan Presiden No. 14 Tahun 2007 tentang Badan Penanggulangan 

Lumpur Sidoarjo. 
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C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian 

Adapun beberapa tujuan dan kegunaan dalam skripsi ini yang 

dimaksudkan oleh penulis yaitu : 

1. Tujuan penelitian 

Tujuan yang akan dicapai dari penulisan ini adalah untuk 

menjelaskan lembaga BPLS dalam menangani bencana lumpur 

Sidoarjodan mengetahui program – program BPLS dalam menangani 

bencana lumpur Sidoarjo. 

2. Kegunaan penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan 

pemikiran bagi ilmu pengetahuan pada umumnya dan bagi studi 

tentang lembaga negara di Indonesia serta sebagai sumbangan 

informasi mengenai program-program yang dijalankan BPLS dalam 

menangani permasalahan yang muncul dimasyarakat pasca terjadi 

bencana lumpur Sidoarjo. 

D. Telaah Pustaka 

Penelitian tentang lumpur Sidoarjo memang belum banyak diulas 

terlebih lagi ulasan mengenai lembaga BPLS (Badan Penanggulangan 

Lumpur Sidoarjo). Untuk dapat memecahkan masalah dan mencapai tujuan 

dari permasalahan yang dikaji serta menguatkan proses penelitian ini, maka 

dari itu peneliti menggunakan beberapa literatur hasil penelitian terdahulu. 

Dan berdasarkan permasalahan yang dikaji, peneliti menemukan beberapa 
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hasil penelitian yang juga berkaitan dengan materi yang dikaji namun tidak 

sama, antara lain sebagai berikut : 

PertamaJurnal yang ditulis oleh Anita Tressya Rumpopoy  Mahasiswa 

S1 Ilmu Politik FISIP Universitas Airlangga yang berjudul “Implementasi 

Kebijakan Pemerintah Dalam Penanggulangan Lumpur Lapindo Sidoarjo”. 

Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan unit analisisnya adalah 

individu perwakilan dari lembaga Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo 

(BPLS). Jurnal ini meneliti tentang kebijakan pemerintah dalam 

penanggulangan lumpur dan pihak pihak mana saja yang dirugikan oleh 

bencana ini.6 

Kedua skripsi yang ditulis oleh Maya Indah Agustina mahasiswi 

Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Ilmu Sosial, 

Universitas Negeri Malang. Yang berjudul “Dampak Bencana Lumpur 

Lapindo Terhadap Kehidupan Sosial Ekonomi Masyarakat (Studi Kasus Pada 

Masyarakat Desa Renokenongo Kecamatan Porong Kabupaten Sidoarjo)”. 

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif yaitu 

penelitian yang mencoba mendeskripsikan fenomena yang terjadi dan 

dilakukan dengan metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Penelitian 

ini dilakukan pada masyarakat Desa Renokenongo yang tinggal di daerah 

                                                           
6 Anita Tressya Rumpopoy, “Implementasi Kebijakan Pemerintah Dalam 

Penanggulangan Lumpur Sidoarjo”, Jurnal Fakultas Ilmu Politik Universitas Airlangga,2012. 
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Kecamatan Porong Kabupaten Sidoarjo. Informan terdiri dari masyarakat 

Desa Renokenongo, dan juru bicara BPLS.7 

Ketiga skripsi yang ditulis oleh Furqon Hasani. Mahasiswa Jurusan 

Ilmu Kesejahteraan Sosial Fakultas Dakwah Dan Komunikasi, Universitas 

Islam Negeri Yogyakarta yang berjudul “Peran BPBD (Badan Penaggulangan 

Bnecana Daerah) Kabupaten Bantul Dalam Mitigasi Bencana Alam”. 

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif yaitu 

penelitian yang mencoba mendeskripsikan fenomena yang terjadi dan 

dilakukan dengan metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Informan 

dari penelitian ini adalah ketua BPBD dan segenap staf dari segala bidang 

hingga relawan, kepala bidang mitigasi bencana di BPBD Batul serta 

masyarakat desa Tangguh.8 

Keempatskripsi yang ditulis oleh Oktavia Ikasari. Mahasiswi Jurusan 

Siyasah Fakultas Syari’ah Dan Hukum, Universitas Islam Negeri Yogyakarta 

Yang Berjudul “Efektivitas Sosialisasi Tentang Dekriminalisasi Bagi 

Pecandu Dan Korban Penyalahguna Narkotika Oleh Badan Narkotika 

Nasional Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta”. Penelitian ini menggunakan 

metode deskriptif analisis dimana penulis menguraikan dan mengklarifikasi 

data–data penelitian dari lapangan kemudian dianalisa dan dipaparkan secara 

                                                           
7Maya Indah Agustina, “Dampak Bencana Lumpur Lapindo Terhadap Kehidupan Sosial 

Ekonomi Masyarakat (Studi Kasus Pada Masyarakat Desa Renokenongo Kecamatan Porong 

Kabupaten Sidoarjo)”, Skripsi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Malang, 2009. 
8 Furqon Hasani, “Peran BPBD (Badan Penaggulangan Bencana Daerah) Kabupaten 

Bantul Dalam Mitigasi Bencana Alam” , Skripsi Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan 

Kalijaga yogyakarta, 2015. 
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sistematis. Selain itu menggunakan metode berfikir deduktif, dimulai dari 

pernyataan dan pola berfikir yang diperoleh dari data umumnya yang 

ditelaah, diolah dan dianalisis kemudian ditarik kesimpulannya.9 

Dari penelusuran pustaka diatas hanya mengulas tentang dampak 

sosial masyarakat dan kebijakan pemerintah dalam menangani korban lumpur 

Sidoarjo. Selain itu tulisan yang lain menjelaskan tentang lembaga yang 

dibentuk oleh pemerintah yang difungsikan untuk menangani permasalahan 

masyarakat dalam hal bencana maupun korban penyalahgunaan narkotika 

namun belum ada tulisan yang membahas tentang kinerja BPLS secara 

khusus dalam menangani dampak sosial masyarakat atau dalam hal ini korban 

lumpur Sidoarjo. Oleh sebab itu tulisan ini nantinya akan membahas kinerja 

BPLS secara terperinci dalam menangani masalah lumpur Sidoarjo dan 

khususnya dalam menangani masalah sosial masyarakat. 

E. Kerangka Teoritik 

Islam merupakan agama yang Râhmatan lil’alamin yang artinya 

agama yang memberi kebaikan bagi semua umat manusia. Dalam Islam 

terdapat ajaran-ajaran yang pada dasarnya untuk kemaslahatan umatnya. 

Ajaran-ajaran dalam Islam terdapat fungsi yang mana adalah untuk kebaikan. 

Ajaran–ajaran tersebut sebagai petunjuk maupun pedoman bagi umat Islam 

dalam menjalani kehidupan agar mendapat keselamatan. 

                                                           
9 Oktavia Ikasari, “Efektivitas Sosialisasi Tentang Dekriminalisasi Bagi Pecandu Dan 

Korban Penyalahguna Narkotika Oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi Daerah Istimewa 

Yogyakarta”, Skripsi Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015. 
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Definisi ushul fiqh sebagai pengertian tentang kaidah-kaidah yang 

dijadikan sarana (alat) hukum-hukum fiqh. Atau dengan kata lain ushul fiqh 

adalah kaidah-kaidah yang menjelaskan tentang cara (metode) pengambilan 

(penggalian) hukum-hukum yang berkaitan dengan perbuatan manusia dari 

dalil-dalil syar’i.10Ushul fiqh juga membahas bagaimana cara 

mengistinbathkan hukum dari dalil-dalil.11 

Sedangkan definisi fiqh adalah ilmu tentang hukum-hukum syara’ 

yang bersifat perbuatan yang dipahami dari dalil-dalil yang rinci.12 Dalam 

ajarannya fiqh terbagi menjadi beberapa aspek. Salah satunya adalah fiqh 

siyasah dimana fiqh siyasah lebih cenderung membahas tentang hukum dan 

pemerintahan. fiqh siyasah mengajarkan tentang bagaimana seharusnya 

seorang pemimpin memimpin umatnya (negara). Diajarkan pula jika dalam 

mengambil keputusan mereka harus mengambil keputusan dengan 

mementingkan kemaslahatan umat, bukan golongan apalagi diri sendiri. 

Dalam pengambilan setiap keputusan harus menghidari keputusan yang bisa 

berdampak buruk bagi umat. 

Hal ini juga sama seperti yang diajarkan dalam ushul fiqh. Dalam 

ushul fiqh terdapat maslahah mursalah yang memiliki konsep maqasid 

syariah dimana dalam pengambilan keputusan harus mementingkan lima hal 

                                                           
10 Hasbyallah,Fiqh Dan Ushul Fiqh Metode Istinbat Dan Istidlal, Remaja Rosdakarya, 

Bandung 2013, hlmn 2. 
11 Yusuf, Muhammad, Fiqh Dan Ushul Fiqh, Pokja Akademik Uin Sunan Kalijaga, 2005, 

hlm 8. 
12 Zada, Khamami, Mujar Ibnu Syarif, Fiqh Siyasah : Doktrin dan Pemikiran Politik 

Islam, Jakarta: Erlangga, 2008,hlmn 2. 
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yakni agama (al-dn), jiwa (al-nafs), keturunan (an-nasl), harta (al-mâl) dan aqal (al-

aql). Hal ini juga sama seperti tujuan dari fiqh siyasah (siyasah syar’iyyah).13 

Tujuan penting dari siyasah syar’iyyah adalah untuk menciptakan 

kemaslahatan dan menolak kemudharatan. Siyasah syar’iyyah mengajarkan 

tentang bagaimana seorang pemimpin harus dapat memimpin dan mengambil 

keputusan dengan cara bijak dan adil. Segala keputusannya harus berdasarkan 

dengan kebutuhan masyarakat sehingga apapun itu nantinya harus 

memperkecil dampak buruk yang akan ditimbulkan oleh keputusan yang 

diambil. 

F. Metode Penelitian 

Skripsi ini mengulas tentang kinerja BPLS dalam masyarakat. Oleh 

karena itu penelitian ini membutuhkan jawaban dan tinjauan langsung 

mengenai program-program dan dampak sosial masyarakat yang terjadi.  

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan/field research. 

Peneliti mencari data dengan cara terjun langsung ke lokasi untuk 

mendapatkan data. Sifat penelitian ini adalah kualitatif. Sedangkan 

pendekatan yang digunakan adalah pendekatan deskriptif analisis. 

2. Sumber Data 

a. Data primer 

Data primer dalam penelitian ini merupakan individu ataupun 

kelompok maupun hasil obsevasi terhadap benda, kegiatan 

                                                           
13 Al-Ghazali,Abu Hamid,al-mustasfa min ‘ilm al-Ushul, (Beirut: Dar al-Kutub al-

Ilmiyah,1413 H), hlm 438. 
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maupun kejadian. Data primer dalam penelitian ini adalah hasil 

wawancara dengan pihak – pihak perwakilan BPLS.Pihak-

pihak tersebut merupakan Kapokja Perlindungan dan 

Pemulihan Sosial, dan Kapokja Perencanaan Sosial. Sedangkan 

dari pihak masyarakat merupakan perwakilan dari orang yang 

menjadi korban luapan lumpur. Mereka adalah warga 

Tanggulangin 

b. Data Sekunder 

Data sekunder dari penelitian ini merupakan data yang didapat 

dari buku, jurnal, website, perundang – undangan dan lain – 

lain guna menambah, memperkuat dan memperjelas analisis 

terhadap tugas-tugas dari lembaga BPLS. 

3. Tekhnik Pengumpulan Data 

a. Observasi  

Observasi merupakan tekhnik pengumpulan data awal dengan cara 

pencatatan sistematis mengenai tingkah laku dengan melihat atau 

mengamati individu atau kelompok secara langsung. Dalam hal ini 

yang observasi dilakukan di kantor BPLS dan wilayah Porong, 

dengan mengamati kinerja BPLS dan kondisi korban lumpur serta 

hasil dari kinerja BPLS. 

b. Wawancara  

Penelitian ini dilakukan dengan cara mengumpulkan data terlebih 

dahulu yang kemudian dilakukan wawancara. Wawancara 
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dilakukan terhadap narasumber dari perwakilan pihak BPLS yaitu 

Kapokja Perlindungan dan Pemulihan Sosial, Kapokja 

Perencanaan Sosial dan perwakilan dari korban lumpur yang 

tinggal di rumah tinggal yang dibuat oleh pemerintah. 

4. Analisis Data 

Penelitian ini menggunakan metode berpikir deduktif analisisa data 

dilakukan setelah semua data, baik data primer maupun data sekunder 

terkumpul. Setelah semua data terkumpul, kemudian di telaah, diolah 

dan dianalisis.Data yang didapat dari wawancara dan observasi 

kemudian dianalisa dengan pendekatan fikih siyasah (siyasah 

syar’iyyah). Prinsip-prinsip dasar siyasah yang berhubungan dengan 

pembuat kebijakan dalam menyelesaikan masalah sosial. 

G. Sistematika Pembahasan 

Dalam penulisan skripsi ini, akan dibagi menjadi beberapa bab yang 

dibagi pula dalam beberapa sub bab guna memudahkan dan agar lebih 

terarah. Bab I  berisi tentang pendahuluan. Pada pendahuluan akan 

menjelaskan tentang latar belakang, Rumusan Masalah, Kegunaan Penelitian, 

Telaah Pustaka, Kerangka Teoritik, Metode Penelitian, dan Sistematika 

Pembahasan 

BAB II memberikan penjelasan tentang keterkaitan antara isi skripsi 

dan teori yang dipakai yaitu teori fiqh siyasah yang banyak dijelaskan oleh 

beberapa ulama salah satunya adalah Abdul Wahab Khallaf.BAB III berisi 

tentang hasil yang didapat oleh penulis selama penelitian seperti dari 

wawancara yang telah dilakukan oleh penulis, dan penggalian data dari 

website resmi. 
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BAB IV berisi tentang analisis yang membahas bagaimana tugas atau 

program-program BPLS jika dikaitkan dengan prinsip keislaman dalam 

Perspektif fiqhSiyasah. Bagaimana tindakan-tindakan yang dilakukan BPLS, 

apakah sudah sesuai atau belum dengan nilai-nilai keislaman khususnya 

fiqhSiyasah.BAB V akan berisi tentang kesimplan yang mencakup semua isi 

dari skripsi serta kritik dan saran. 
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BAB V 

KESIMPULAN 

 

A. Penutup 

Semburan lumpur yang telah terjadi di wilyah Porong yang juga 

menenggelamkan sedikitnya 3 kelurahan, memang membutuhkan perhatian 

khusus dari pemerintah. Hal ini disebabkan karena dampak yang ditimbulkan 

tidak hanya bersifat materi saja. Mulai dari tenggelamnya rumah, hilangnya 

mata pencaharian, dan lingkungan yang harus tercerai berai.Terdapat dua 

hipotesis mengenai penyebab semburan. Penyebab pertama di indikasi ada 

faktor kelalaian manusia didalamnya. Dalam pengeboran yang terjadi di 

sumur Banjarpanji 1 ada beberapa hal yang tidak dilakukan sehingga hal 

tersebut memicu adanya semburan. Sedangkan hpotesis kedua adalah dipicu 

oleh bencana lain atau dalam hal ini gempa di Yogyakarta yang memicu 

terjadinya semburan. Hal ini menimbulkan kerancuan atas penamaan bencana 

semburan lumpur. Ada yang menyebut ‘bencana lumpur Lapindo’ dan ada 

juga yang menyebut ‘bencana lumpur Sidoarjo’ seperti penamaan yang 

diberikan oleh pemerintah. 

Pemerintah kemudian mengambil satu tindakan untuk menangani 

permasalahan pelik tersebut. Pemerintah, berdasarkan Keppres No 13 Tahun 

2006, kemudian membentuk TimNas PSLS (Tim nasional penanggulangan 

semburan lumpur Sidoarjo) yang bertugas untuk menyelidiki dan 

menghentikan semburan lumpur yang terus menerus terjadi. Masa tugas tim 
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ini hanya selama 6 bulan yang kemudian diperpanjang 1 bulan. Tim ini 

bertugas untuk mengambil langkah-langkah operasional secara terpadu dalam 

rangka untuk mengendalikan aliran lumpur di Sidoarjo termasuk  penghentian 

dari semburan lumpur, pengelolaan semburan lumpur, dan mengelola 

permasalahan sosial. setelah tugas TimNas PSLS resmi diberhentikan, 

pemerintah kemudian membentuk suatu lembaga khusus yang bertugas untuk 

menangani tidak hanya semburan lumpur saja namun juga dampak yang 

diakibatkan oleh semburan lumpur tersebut. Lembaga ini adalah BPLS 

(Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo). BPLS merupakan suatu lembaga 

yang bersifat Ad Hoc yang di bentuk oleh pemerintah. BPLS dibentuk setelah 

masa kerja TimNas PSLS berakhir. Berdasarkan Keppres No. 14 Tahun 2007 

BPLS memiliki tugas di 3 bidang yaitu bidang operasional, bidang 

infrastruktur, dan bidang sosial. 

Siyasah Syar’iyyah mengajarkan tentang beberapa hal diantaranya 

tentang pengambilan keputusan melalui musyawarah, menjamin 

kesejahteraan masyarakat dan tentang pelaksanaan amanat.Keputusan-

keputusan yang diambil pemerintah sejauh ini sudah sesuai dengan ajaran-

ajaransiyasah syar’iyyah. Karena apa yang mereka kerjakan telah memenuhi 

3 kriteria diatas.  

Dalam hal musyawarah, pemerintah telah bermusyawarah untuk 

membentuk lembaga ad hoc yaitu BPLS. Sedangkan dalam hal menjamin 

kesejahteraan masyarakat, BPLS memiliki beberapa program yang menjamin 

kesejahteraan para korban baik dalam bidang pendidikan, kesehatan maupun 
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pemenuhan hidup. Dalam hal amanat, BPLS juga telah melaksanakan tugas 

yang diberikan pemerintah dalam hal pemberian ganti rugi kepada para 

korban.Sehingga apa yang telah dilakukan oleh pemerintah maupun BPLS 

telah memenuhi prinsip-prinsip yang ada dalam siyasah syar’iyyah. 

Sedangkan dalam hal menjamin kesejahteraan dalam hal pendidikan, 

ekonomi dan kesehatan, BPLS telah menjalankannnya melalui beberapa 

programnya yang sangat berkaitan dengan beberapa hal diatas.Seperti 

pelatihan-pelatihan, pemberian air bersih dan pengobatanserta pemulihan 

infrastruktur yang dilakukan oleh BPLS. 

 

B. Saran-saran 

Berdasarkan kesimpulan diatas ada beberapa saran yang dapat 

dipergunakan untuk kemajuan lembaga BPLS sendiri. 

1. Koordinasi antara BPLS dan pemerintah sudah cukup baik. Hal 

ni dapat dilihat bagaimana BPLS memiliki agenda rutin untuk 

mengadakan rapat baik dengan badan pelaksana maupun dengan 

Badan pengawas. Namun akan lebih baik jka hal ini dibaregi 

dengan adanya koordinasi yang baik pula dengan warga. Ini 

dapat diwujudkan dengan mengadakan rapat rutin, atau adanya 

perwakilan warga yang akan selalu berhubungan dengan BPLS. 

Perwakilan warga ini bertugas untuk memantau adanya 

kesulitan-kesulitan yang dialami warga. 
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2. Pemerintah sudah benar dengan memberikan dana talangan untuk 

PT. Lapindo Brantas untuk menyelesaikan tunggakan 

pembayaran yang belum diterima warga. Namun ada baiknya hal 

tersebut dibarengi dengan penyuluhan agar warga masyarakat 

dapat menggunakan dana tersebut dengan bijak. 
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DAFTAR TERJEMAHAN 

No HLM F.N Terjemahan 

1  88 Sesungguhnya Allah menyuruh kamu 
menyampaikan amanat kepada yang berhak 
menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila 
menetapkan hukum di antara manusia supaya 
kamu menetapkan dengan adil. 
Sesungguhnya Allah memberi pengajaran 
yang sebaik-baiknya kepadamu. 
Sesungguhnya Allah adalah Maha 
Mendengar lagi Maha Melihat. 

2  91 . 
“Dan bagi orang-orang yang menerima 

(mematuhi) seruan tuhannya dan mendirikan 

sholat sedang urusan mereka (diputuskan) 

dengan musyawarah antara mereka, dan 

mereka menafkahi sebagian dari rezeki yang 

kami berikan  kepada mereka” 

3  93 Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan 

perempuan, sebahagian mereka (adalah) 

menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. 

Mereka menyuruh (mengerjakan) yang 

makruf, mencegah dari yang mungkar, 

mendirikan sembahyang, menunaikan zakat, 

dan mereka taat kepada Allah dan Rasul-Nya. 

Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah; 

sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha 
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Bijaksana. 
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